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Abstrak : 

-​ Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang;     

-​ Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 248/PL.02.2-BA/3304/2024 

tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau 

Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk 

Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Banjarnegara Tahun 2024;     

-​ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan dan 

Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil 

Bupati Banjarnegara pada Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;  

-​ Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Penetapan Syarat Minimal 

Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilihan Umum Tahun 2024 Untuk Mengajukan Pasangan Calon 

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024;  



-​ Dasar hukum dari keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 

Menjadi Undang-Undang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

60/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Pasal 40 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undaming Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan 

Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi 



Pemilihan Umum Nomor 1051 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua 

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 

tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 

Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam 

Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Banjarnegara Nomor 915 Tahun 2024 tentang Pedoman 

Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2024; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 

923 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2024;   

-​ Keputusan ini menetapkan syarat minimal suara sah partai politik 

atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum tahun 2024 

untuk mengajukan pasangan calon pada pemilihan bupati dan wakil 

bupati banjarnegara tahun 2024. 

Catatan : 

-​ Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 23 Agustus 2024 

-​ Lamp. : - 

  


